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A. PENDAHULUAN

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan”.1 Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga

dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya

Negara Hukum Republik Indonesia” .

1.

Kewenangan Pengadilan Agama Ketapang dapat dibagi menjadi 2 Kewenangan yatu :
Kewenangan Mutlak ( Absolute Competensi ) yaitu kewenangan yang menyangkut
kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa
diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut “Atribut Van
Rechsmacht”. Yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah:
Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara
orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,
Wakaf, Zakat, Infaq Shadaqoh dan Ekonomi Syariah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama).

Kewenangan Realif (Relative Competensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara
yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat
tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada
pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142
ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut
“Distribute van Rechtsmacht”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam
bahasa latin disebut dengan istilah “Actor Sequitur Forum Rei”.

Peran dan Fungsi Pengadilan Agama Ketapang merupakan kerangka sistem dan tata
hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya
UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan
dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14

tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga



memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai
lembaga kekuasaan kehakiman vyang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu
sebagaimana masa sebelumnya.

Dalam kahidupan dimasyarakat kita permasalahan yang dihadapi sangatlah kompleks
diantaranya masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan yang dalam
penyelesaian perkaranya dikhususkan pada pengadilan Agama.

Peran Pengadilan Agama dibidang perkawinan maupun dibidang waris yang
mempunyai hukum formil maupun materiil yang jelas diantaranya mengenai dalam hal-
hal yang diatur dengan acara khusus dipengadilan agama.

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Mahkamah Agung melaksanakan berbagai
program dengan capaian, antara lain: (1) Program Reformasi Birokrasi yang berfokus
pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia,
perbaikan sistem remunerasi dan manajemen dukungan teknologi dan informasi; (2)
pembentukan kelompok-kelompok Kerja (Pokja) Pembaruan Peradilan yang dibentuk
khusus untuk mempercepat implementasi agenda prioritas pembaruan peradilan;(3)
terkikisnya tumpukan perkara, dari tahun 2004 dimana terdapat tunggakan perkara
sejumlah 20.314 Perkara, hingga tahun 2009 telah terkikis sejumlah 11.479 perkara; (4)
upaya meningkatkan kualitas hakim dan aparatur peradilan, melalui pembangunan
Pusat Pendidikan di Megamendung, Jawa Barat dan pembenahan kurikulum serta
pengembangan kualifikasi pengajar; (5) perbaikan sistem rekrutmen calon hakim dan
perbaikan seleksi ketua pengadilan; (6) mendorong keterbukaan informasi melalui Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan; (7) Penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan
hubungan dengan Komisi Yudisial.

Reformasi Birokrasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Mahkamah Agung
melanjutkan program reformasi birokrasi dengan berfokus pada (1) Manajemen
Perubahan; (2) Penataan peraturan perudang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan
organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6)
Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan Pengawasan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik. Mahkamah Agung telah melakukan reformasi dibidang penanganan perkara
diantaranya sebagai berikut, (1) Peningkatan efektifitas sistem pemeriksaan berkas
Kasasi/Peninjauan Kembali secara serentak; (2) Perubahan jangka waktu penanganan
perkara di Mahkamah Agung dari satu tahun menjadi delapan bulan; (3) Perubahan
jangka waktu penanganan perkara di judex facti; (4) Modernisasi penanganan bantuan
delegasi panggilan/pemberitahuan; (5) Optimalisasi kerjasama dengan Kementerian Luar
Negeri terkait dengan Rogatori Letters dan bantuan penyampaian dokumen dalam

masalah perdata antar pengadilan antar negara; (6) Pengembangan sistem berkas



perkara elektronik (electronic court file) untuk Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali;
(7) Peningkatan dan pemanfaatan publikasi putusan pengadilan di direktori putusan
Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sudah memiliki rencana pengembangan E-Goverment dilingkungan
instansi berupa : (1). Master plan; (2) SIMARI 2011-2014; (3) Komdanas; (4) Dokumen
Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK); (5)

One Day Publish.; (6) Direktori Putusan.

DASAR HUKUM

Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat

pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015 - 2019, antara lain sebagai berikut:

1.
2.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Rl Nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 — 2019.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ketapang Nomor W14-A6/3.a/0T.00/1/2017

tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Agama Ketapang.

CAPAIAN KINERJA RB

1.

Manajemen Perubahan

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Ketapang di
bidang manajemen perubahan dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program
reformasi sebagai berikut:

a. Tim Reformasi Birokasi

Telah dibentuk Tim reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi Yaitu :

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 033/KMA/SK/INI/2011
tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan. (Tim pembaruan peradilan
bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program RB sesuai
dengan areanya.

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ketapang Nomor W14 - A6/
/OT.00/1/2017 tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan
Agama Ketapang.

b. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja
- Seluruh jajaran pimpinan PEngadilan Agama KEtapang telah terlibat secara aktif

dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui rapat



Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Ketapang
seluruh Pegawai.

Telah terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan
tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan yang cakupannya
menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta
dilaksanakan secara berkala antara lain melalui Website Pembaruan Peradilan,
Website JDIH Mahkamah Agung, Website Mahkamah Agung, Majalah
Mahkamah Agung, Newslater Kepaniteraan dan Majalah Badilag.

Penataan Peraturan Perundang Undangan.

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Rl pada

umumnya dan Pengadilan Agama Ketapang pada khususnya di bidang Penataan

Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program

reformasi sebagai berikut :

a. Harmonisasi:

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan

perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron melalui :

1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 271/KMA/SK/X/2013
tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung.

2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: 26/KMA/SK/11/2014
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran
Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan dan Sistem
Informasi Manajemen Perkara Berbasis Elektronik.

Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /

tidak sinkron melalui:

1) SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan
Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali telah diubah dengan SEMA
Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas SEMA No. 14 Tahun 2010
tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan

Peninjauan Kembali.

b. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan

Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang
mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper,
dan Paraf Koordinasi melalui SK Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor:
02A/SK/Bua.6/Hs/111/2012 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
(Sop)Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia.



Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan

peraturan perundang-undangan berupa Bisnis proses sistem pengendalian

Peraturan Perundangan-Undangan melalui :

1) SOP Harmonisasi/Penyusunan/Pembentukan Perundang-Undangan Dalam
Bentuk Peraturan Mahkamah Agung-Rl, Surat Edaran Mahkamah Agung-RI
16 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung-Rl tanggal Revisi 31
Desember 2013 efektif tanggal 6 Januari 2014.

2) SK KABUA Nomor 25.b/BUA/SK/1/2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola
dan Penerbit Produk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di
lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan

Peradilan dibawahnya.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pencapaian dari penataan dan penguatan organisasi adalah disahkannya Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah dilaksanakan di lingkungan

Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya.

4., Penataan Ketatalaksanaan.

a. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)

Pengadilan Agama Ketapang telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Persesma
Nomor 01 tahun 2012 tentang Pedoman Monev Terhadap SOP Dilingkungan
Mahkamah Agung Rl dan badan Peradilan Dibawahnya dan Peraturan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor: 02 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya.

Pengadilan Agama Ketapang telah menerapkan prosedur operasional tetap

(Sop)

b. E-Government

Penerapan Aplikasi SIMARI
Penerapan Aplikasi SIPP
Penerapan Aplikasi KOMDANAS

c. Keterbukaan Informasi Publik

Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi berdasarkan SK
KMA Nomor 1-144 tahun 2011, Surat Dirjen Badilag Nomor
2189/DJA.I/HM.00/VII/2011 tentang PedomanPelayanan Meja Informasi
Dilingkungan Peradilan Agama, Keputusan Sekretaris MA No.1/SEK/SK/I/2014

tentang penerapan unit layanan pengadaan pada Ditjen Badilum,Badilag,



Badimiltun dan Bawas MA-RI) dan Surat Sekretaris MA tentang Permintaan
Lembar Pengesahan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2014.
- Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui Meja Informasi, Website di

Pengadilan Agama Ketapang.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

a.

Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi

- Telah terdapat kebijakan tenang promosi terbuka dan telah ditetapkan melalui :
1) Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak nomor : W14-

A/742/KP.00.1/V1/2016 perihal Fit and Proper test Calon Pejabat pada tiga
Pengadilan Agama Baru.

Penetapan Kinerja Individu

- Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai
yang teruang dalam :

1) SK Penetapan SKP Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tanggal 3
Januari 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

2) Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2013 tentang
Pedoman SKP di Lingkungan Mahkamah Agung Rl.Seluruh pegawai telah
melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada masing-masing Unit Eselon I.

- Seluruh Pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan
indikator kinerja individu diatasnya melalui SKP seluruh pegawai Pengadilan
Agama Ketapang.

Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai

- Telah terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku yaitu Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik panitera dan Jurusita serta Kode
Etik tentang aturan PNS Mahkamah Agung.

- Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada
seluruh unit organisasi yang dibuktikan dengan diumumkannya secara berkala
(triwulan) hukuman disiplin oleh Badan Pengawasan melalui website Mahkamah
Agung dan Badan Pengawasan.

Sistem Informasi Pegawai

- Telah terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yaitu
Sistem informasi SDM pada SIMARI Terintegrasi dibangun sesuai dengan Master
Plan IT Mahkamah Agung Rl tahun Anggaran 2010, Simpeg Badilum, Badilag,
Badilmiltun, Bawas dan Balitbang Diklat Kumdil MA.



Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
yang terlihat dari proses update data kepegawaian yang dilakukan oleh masing-
masing eselon | dengan aplikasi SIMPEG (Ditjen Badan Peradilan Umum, Ditjen
Badan Peradilan Agama, Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN) dan
terintegrasi dengan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI.

Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan
kebijakan manajemen SDM diantaranya melalui proses pengisian jabatan dalam

Rapat Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Mahkamah Agung RI.

6. Penguatan Akuntabilitas

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Ketapang dibidang

penguatan akuntabilitas dapat dilihat dari capaian dengan adanya pembentukan TIM

penyusunan Indikator Kinerja Utama dan renstra tahun 2015 s.d. 2019 serta Penetapan

Kinerja Tahun 2017.

7. Penguatan Pengawasan.

HAWASBID ( Hakim Pengawas Bidang )

a.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ketapang Nomor W14-
A6/9/PS.01/1/2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan
Agama Ketapang.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan per triwulan.

HATIWASDA ( Hakim Tinggi Pengawas Daerah )

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : W14 —
A/471/KP.01.1/1V/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Penunjukan Hakim Tinggi

Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama Se — Kalimantan Barat.

Public campaign yang telah dilakukan secara berkala melalui website, brosur dan

banner.

Gambar Publick Campaign Anti Gratifikasi



Pengaduan Masyarakat

Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan melalui SK Ketua
Mahkamah Agung Rl Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti diantaranya
melalui:
1) Hukuman disiplin sudah dipublikasikan pada website Mahkamah Agung
dan website Badan Pengawasan tiap 3 bulan sekali.
2) Surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pengaduan sudah
ditindaklanjuti.
3) Data Pengaduan masyarakat telah diupload pada website Bawas dan

dilaporakn pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pegawas

Mahkamah Agung RI.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik dapat dilihat pada :

a.

Standar Pelayanan

Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya,
waktu, persyaratan perijinan melalui SK Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor:
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011.
Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan melalui
Website Mahkamah Agung, informasi standar pelayanan dan jadwal sidang.
Telah disusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis
pelayanan melalui SOP Kehumasan tentang standar pelayanan.
Telah dilaksanakan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai
media yaitu Website dan SIPP Pengadilan Agama Ketapang.
Telah dilakukan pelayanan secara terpadu/terintegrasi melalui sarana layanan
berupa:

1) Adanya Meja 1, Meja 2 dan Meja 3 dalam Pelayanan Perkara

2) Layanan Sidang Keliling Terpadu

3) Pos Layanan Bantuan Hukum

Pengelolaan Pengaduan

Telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara jelas dan terbuka melalui

web Pengadilan Agama Ketapang, meja pengaduan dan SMS pengaduan



- Telah ditetapkan SOP pelayanan pengaduan secara komprehensip melalui SOP

pelayanan pengaduan Pengadilan Agama Ketapang

D. EVALUASI

1. Hambatan/Permasalahan

Penguatan Akses Peradilan

Guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh
kemudahan akses pengadilan maka Mahkama Agung menetapkan adanya kebijakan
pada beberapa pengadilan tingkat pertama termasuk Pengadila Agama Ketapang ada
lokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan posbakum yang meliputi kegiatan
pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin meskipun dari sisi realisasi
meningkat dari tahun ke tahun, namun masih memiliki kendala keterbatasan anggaran
yang disediakan oleh Mahkamah Agung.

Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan
terlepas dari penguatan sumber daya manusi baik yang terkait dengan teknis
peradilan maun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia
dibidang teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita.
Bagi hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi
hakim. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan
administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan yang semuanya itu diadakan oleh
Mahkamah Agung. Namun masih ada beberapa tenaga teknis maupun non teknis
yang masih belum mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja Organisasi

Dalam pengelolaan asset dan keuangan, Mahkama Agung telah menggunakan kaidah-
kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dalam dua tahun terakhir ini
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk mencapai hasil
kerja yang ideal masih menemui kendalan dikarenakan pagu anggaran Mahkamah
Agung belum mencukupi kebutuhan operasional Mahkamah Agung. Pemenuhan pagu
anggaran masih tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta Mahkamah
Agung belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan Mahkamah Agung
kepada pemerintah melalui PNBP dan rentang kendali satuan Mahkamah Agung yang
tersebar diseluruh Indonesia. Dalam hal kinerja organisasi belum dapat berjalan secara
optimal diakrenakan struktur organisasi Mahkamah Agung pasca satu atap belum
sepenuhnya mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Mahkamah
Agung. Struktur organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan

Mahkamah Agung belum pernah dilakukan evaluasi.



E.

2. Rencana Tindak Lanjut

a.

Manajemen Perubahan
Akan dilakukan sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada
seluruh anggota organisasi.
Penataan Peraturan Perundang Undangan
- Mendorong seluruh rencana kerja dimonitoring dan dan evaluasi, serta hasil
evaluasi ditindaklanjuti.
- Melakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak
sinkron.
- Mengevaluasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
Penataan dan Penguatan Organisasi
Evaluasi organisasi sudah dilakukan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan
peraturan Ketua Mahkamah Agung Rl tentang pedoman penataan organisasi
Mahkamah Agung RI, penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi
Mahkamah Agung RIl, penyusunan Naskah Akademis Organisasi tata kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Penataan Tata Laksana
- Akan melakukan monitoring dan evaluasi SOP berkala dan berkelanjutan
- Akan melakukan integrasi terhadap seluruh sistim informasi Mahkamah Agung
guna peningkatan e-goverment
Penataan Sistem Manajemen SDM
- Akan menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka
- Akan menyusun kebijakan dalam hal pengukuran kinerja individu yag dilakukan
secara bulanan
- Akan dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai
sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
Penguatan Akuntabilitas
Akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi terkait akuntailitas secara periodic.
Penguatan Pengawasan
Akan dilakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan.
Peningkatan Kualitaas Pelayanan Publik

Mendorong tindaklanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat.

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

1.
2.

Lembar Kerja Evaluasi

Eviden (untuk 8 area)



Dengan adanya 8 area pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan hasil atau yang akan

didapat terdiri dari :

a.

Manajemen perubahan

Dengan adanya unsur manajemen perubahan diharapkan akan dapat menghasilkan
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Penataan Peraturan Perundang Undangan

Dengan adanya unsur tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan regulasi yang
lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Penataan dan Penguatan Organisasi

Dengan adanya unsur tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan organisasi
yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Penataan Ketatalaksanaan

Dengan adanya unsur tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan system, proses
dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, teratur dan sesuai prinsip-prinsip
good govermence.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Diharapkan akan dapat menghasilkan sumber daya manusia/aparaturyang
terintegritas, netral, kompeten, capable, professional berkinerja tinggi dan
sejahtera.

Penguatan Akuntabilitas

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan Pengawasan

Meningkatnya penyelenggara pemerintah yang bebas KKN.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Diharapkan akan dapat menghasilkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan

harapan masyarakat.



